BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 332.1/ \M%/Kpts/BPT-PS/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN KERJA KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan dan mewujudkan Keamanan,
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Pesisir
Selatan dan untuk menegakan Peraturan Daerah, Peraturan
Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-Undangan
lainnya, perlu dibentuk Satuan Kerja Keamanan,
Ketentraman dan Ketertiban di Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2019;

b, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir
Selatan tentang Pembentukan Satuan Kerja Keamanan,
Ketentraman dan Ketertiban di Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan
Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-
Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-
Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286),

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

" Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438); :

Menimbang : a.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipi)

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5494 );

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201'4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201'5 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679),

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adn_'xinistrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan
Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6205 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong
Praja;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 15
Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 13

Tahun 2011 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Daerah;
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i Pepaugan Dieruh Kabupaten Pesisir Belatan Nomor

il dentang  Ketentamen  Masyarakat - dan KClt’:rr‘t‘;mn
U, ban
17, Perntivan Duerah Kabupaten Pesisir Belatan Nomor 9 Tahup B

2018, tentuny Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kalipaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

14, Perituran [upatl pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2016
fentnng  Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok,
Funpsl, Tats Kerju dan Uralan Tugas Jabatan Struktural
Batiian 1'ollgl Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

pegisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018,
Anggaran Pendapatan dan Belanja
isir Selatan Tahun Anggaran 2019;

19, Prraturan upatf
tentang  Penjabaran
Daersh Kabupaten Pes

MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KESATU . Membentul  Batuan Kerja Keamanan, Ketentraman dan
Ketertiban  di  Kabupaten Pesisix: Selatan Tahun 20_19,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan x_m'erupa.kan bagian
yang tidak ierpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
KEDUA Batuan Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
a, Kebijakan

|, Melakukan kajian terhadap permasalahan yang timbul
akibat gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban
Umum serta pelanggaran Peraturan Daerah yang terjadi di
wilayah Kabupaten Pesisir Selatan,

2. Merumuskan kebijakan  yang akan diambil dan
dilaksanakan selanjutnya oleh Tim Satuan Kerja
Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Pesisir
Selatan;

3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional Tim
Satuan Kerja Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban
Kabupaten Pesisir Selatan;

bh. Operasional :
1. Melaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap

pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah
dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;

7. Menindak setiap orang/badan  yang melakukan
pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Kepala
Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya,

3. Mengamankan Barang Bukti dari hasil penindakan
terhadap pelanggaran kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS);

4. Melakukan pengawasan, penertiban dan penindakan
pelanggaran peraturan daerah dan Ketertiban Umum,
Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat;

5. Melakukan operasi penertiban gabungan.
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¢ Penegakan Hukum ¢

1. Melakukan  penindakan  terhadap

pelanggaran
u‘w{\\{;uhknn winrga Knbupaten Pesisir Sclut_an%gt yang
2. Melaksunnkan  proses  penegakan  huky >
pelanpgiaran; -um  terhadap «E
3. Melimpahkan proses hukum kepada Kepolis; s
ditemukan kasus pidana. polisian apabila
Pelaksanoann kegintan secara  teknis  administratif dan P4
}{ETlGA pertanggungjnwaban keuangan dilakukan oleh Kepala Satuan

Polisi Pamong Praju dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir k
Selatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

. Segala binyan yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini
KEEMPAT dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun
2019 Dokumen Pengguna Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja
dan pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan, dengan

Nomor Rekening 1.01.05.1.01.05.01.16.09 Kegiatan Forum
Penegakan Perda.

gatuan Kerja scbagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
KEUMA ' melnksnnnknn tugas sejak Januari sampal dengan Desember
2019.

Ditetapkan @\ Painan
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